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PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 

I. UMUM 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial mendelegasikan pengaturan lebih lanjut 
dalam Peraturan Pemerintah untuk 4 (empat) materi, yaitu pertama 
Pasal 32 ayat (3) mengenai tindakan darurat penyelamatan dan 
pelindungan  korban, kedua Pasal 34 ayat (2) mengenai bantuan 
penggunaan kekuatan TNI, ketiga Pasal 52 ayat (3) mengenai peran 
serta masyarakat dalam penanganan Konflik, dan keempat Pasal 58 
mengenai perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan 
penanganan Konflik.  
Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai ketentuan pelaksanaan 
penanganan konflik sosial secara lebih rinci dan operasional yang 
bertujuan untuk:  
a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, 

dan sejahtera;  
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b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial 
kemasyarakatan;  

c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara;  

d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;  

e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; 
f. memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban; dan  

g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan 
prasarana umum. 

 

Secara umum materi muatan ini mencakup beberapa substansi pokok, 
antara lain mengenai pencegahan konflik, tindakan darurat 
penyelamatan dan pelindungan korban, bantuan penggunaan dan 
pengerahan kekuatan TNI, pemulihan pascakonflik, peran serta 
masyarakat, pendanaan penanganan konflik, serta  monitoring dan 
evaluasi. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai kegiatan 
pencegahan konflik yang memang tidak diamanatkan secara tegas 
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial tetapi dibutuhkan pengaturannya dalam Peraturan 
Pemerintah ini agar pelaksanaan pencegahan konflik dapat 
dilaksanakan di lapangan. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
 Cukup jelas. 

Pasal 3 
 Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

 Huruf c 
Cukup jelas. 

 Huruf d 

Cukup jelas. 
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Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 
Huruf h 

Cukup jelas. 
Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Cukup jelas. 

Huruf l 
Cukup jelas. 

Huruf m 

Yang dimaksud dengan “penguatan/pengembangan kapasitas 
(capacity building)” dilakukan antara lain melalui pelatihan 
kewirausahaan. 

Huruf n 

Cukup jelas. 

Huruf o 
Cukup jelas. 

Huruf p 
Cukup jelas. 

Huruf q 
Cukup jelas. 

Huruf r 

Yang dimaksud dengan “bentuk kegiatan lain” antara lain 
pelopor perdamaian, percepatan pembangunan daerah 
tertinggal/terisolir, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelatihan 
pendampingan psikososial.  
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Pasal 4 
 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga” antara lain 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang sosial, Polri, TNI, dan Badan SAR 
Nasional.  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

 Cukup jelas. 
Pasal 6 

 Cukup jelas. 
Pasal 7 

 Cukup jelas. 

Pasal 8 
 Cukup jelas. 

Pasal 9 
 Cukup jelas. 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 
Pasal 11 

 Cukup jelas. 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

 Cukup jelas. 

Pasal 14 
 Cukup jelas. 

Pasal 15 
Ayat (1) 
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Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” termasuk 
juga pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan 
anak. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

 Cukup jelas. 
Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah kabupaten/kota 
lain” adalah pemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu 
wilayah provinsi atau lain provinsi. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 
 Cukup jelas. 

Pasal 19 
 Cukup jelas. 
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